LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

LNOMOR : 53 TAHUN 2002 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG
RETR!i:1'SI 1ZIN USAHA PONDOK WISATA

Dt NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

. a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;



Mengingat

c. bahwa Usaha Pondok Wisata merupakan sarang

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana i

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 195

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentan

pendukung pengembangan kepariwisataan dal
rangka penyediaan jasa pelayanan akomod
kepada para wiatawan di Kabupaten ;N'las,_
sehingga  perlu  dilakukan pembinaan,

pengendalaian dan pengawasan

dimaksud pada huruf a, b dan ¢ di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias tentang Retribusi Izin Usana Poadok

Wisata

tentang  Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Nega
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembara

Negara Nomor 1092) ;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidan
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 199
Nomor ... , Tambahan Lembaran Nega
Nomor 3427);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tenta
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara@i
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tampaha i
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undar}g-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak:
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;
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10.

Undang-undang Nomor 23 .Tahun 1997 tentang
Lingkugnan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara -
Nomor 3699) ; :

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Undang-undang Nomog'25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
tentang  Pengendalian  Pencemaran  Air
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993

tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang ~ Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;



11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200l
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4139),
12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969

tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisataan
Nasional ;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang ~ Teknik  Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

14 Keputusan ~ Menteri Pariwisata, Pos
Telekomunikasi Nomor KM 74/PW .105/MPPT-

85 tentang Peraturan Pondok Wisata Jo.

Keputusan ~ Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor "KM |
104/PW.105/MPPT-89 ; ;
15. Keputusan Menteri  Pariwisata, Pos
Telekomunikasi Nomor K3/PW.003

Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan :

Telekomunikasi ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri |

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

'17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 ;
1997 tentang Pedoman Tata Cara ;

Tahun

Pemungutan Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Pemeriksaan di;

Tahun 1997 tentang Tata Cara
Bidang Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosed
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah d
Penerimaan Lain-lain ;

Peraturan

dan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor §

Tah 3
peg::iailgg.])q tentang Penghunjukkan Penyidik
sl egert  Sipil  yang  melakukan
e n terhadap pelanggaran Peraturan
i yang memuat ketentuan Pidap
£ ran Daerah Kabupaten Nias Tah )
. Pomor 14) ; e
.T:}rlit:razno Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
| iy _01 tentang Susunan Organisasi
1 a Kerja Din P
- e R }?SK Ib)aerah Kabupaten Nias
Nomor 11, abupaten Nias Tahun 200]

Dengan persetujuan

® DEWAN
_} PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH

TENTANG RETRIB
WISATA. el

SR Dy b
Gk

yenetapkan
KABUPATEN NIAS
ZIN USAHA PONDOK

s

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

i)alam Peraturan Daerah inj
8 erah ini yang di
@ Daerah adalah Kabupate);l Ngia??]aksud dengan :

). Pemerintah Daerah a
4 dal i
K_epala Daerah adalah Biizi?nlzl?;?'tah SlEs,

Dinas adalah Dinas Pariwisata dan }
) Kepala Dinas adalah Ke
& Kabupaten Nias ;

n Kebudayaan Kabu I
. Ayaan | paten Nias ;
pala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

K
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ni
ias ;



. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan den

pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
. retribusi yang masih harus dibayar ;
§urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang -
i menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ,
.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat
i SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
etribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
£ berupa bunga dan atau denda ;
B Pemeriksaan  adalah serangkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
mengup kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
ain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di
i bidang Retribusi ,
k- Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian '
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
k' selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti -
i yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
- Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisa
Kebudayaan Kabupaten Nias ;
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
pemberian izin usaha pondok -wisata yang diberikan oleh Pemen
Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemermtah Daerah a
pelayanan pembenan izin usaha pondok wisata | &
Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepadi S
orang yang mengusahakan atau memiliki usaha Pondok Wisata ;
Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas un
melakukan pemungutan retribusi ;

Pondok Wisata adalah penggunaan sebagian rumah tempat t
untuk penginapan,

menggunakan sebagian dari rumah tempat tinggalnya un
penginapan | :
Pimpinan/Pengelola ~ Pondok ~ Wisata  adalah  orang vy
memimpin/mengelola  sehari-hari dan  bertanggungjawab
pengelolaan pondok wisata ;

Tamu Pondok -Wisata adalah orang yang menginap di pondok wisata
dengan membayar ;
Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala

Daerah kepada usaha perorangan untuk menentukan lokasi membangun BABIL

pondok wisata | NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selenjutnya disingkat SKRD adalzh WAJIB RETRIBUSI
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribus Pasal 2

yang terhutang ;
Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain 3
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingka

SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah 1
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekuranga

ngan nama Retribusi Izin Usaha Pondok Wisata dipungut retribusi atas
a pelayanan pemberian izin usaha pondok wisata.

Pasal 3

=0byek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha pondok -
wisata.
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Pasal 8
Pasal 4

- {I) Untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada dalam Pa

sal 7, setiap orang dan atau badan harys
¢ mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

i (1) Tata cara dan Syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip dan
3 izin usaha sebagaimana dim

aksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 5

- i (I) Kepala Daerah dapat menolak permohonan  sebagaimana dimaksud
BABRETR‘B sl F  pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu
GOLONGAN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitun
Pasal 6

g mulai tanggal
n menjelaskan alasan-alasan penolakan

an perundang-undangan yang berlaku.
olakan sebagaimana dimaksud

P - diterimanya permohonan denga
¥ sesuai dengan ketentuan peratur
8 () Tata cara dan Syarat-syarat pen

pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

BABIV .

: N PERIZINAN Bagian Kedua
KETENTUANP Jangka Waktu Berlakunya Izin
Bagian Pertama -
aPerizinan Pasal 10
Pasal 7 :

: (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama 2 (dua)
~ tahun dan dapat diperpanjang kembal; apabila memenuhj syarat untuk
itu.

:ﬁ.;(Z) Untuk  perpanjangan izin sebagaimana
Pengusaha yang bersangkutan wajib meng
- Kepala Daerah selambat-lambatnya 3

tay

irikan, mengusahakan atau ;%8

' badan yang mendirtka peroleh -

(1) Sena;;.kgranéghad;gnzt:“: wisata, diwajibkan terlebih dahulu memp .
memiliki us

. insip dari Kepala Daerah. . s memiliki
(2) Untuk da : . . ayat? berakhir.
Izin Usaha. lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ¢ () Tata cara dan Syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih
3) Persetujuan Prinsip dan 1z tuk satu usaha pondok wisata. b laniut d Keputusan K il
(3) (1) dan ayat (2) ha'my?i b:f{z‘i‘;‘ t‘;aha sebagaimana dimaksud pada ayal e anjut dengan Keputusan Ke
juan Prinsip da
(4) Persetujuan

pala Daerah.
Indonesia. ;
at (2) hanya diberikan kepad; Warga t\ieg:;a ondok visat _
remiom Prins untuk mendirikan bangunar dalam jangkaiiS . . :

etujuan  Prinsip 1), harus digunakan <l (1) Izin Usaha Pondok Wisata da
(5) Persetu dimaksud pada ayat (1), batal setelah melewati. ™"
Sebagalmina ll (satu) tahun, dan dinyatakan bata S
waktu selama .

jangka waktu tersebut.

A

dimaksud pada ayat (1),
ajukan permohonan kepada
(tiga) bulan sebelum masa izin

Pasal 11

pat dicabut apabila :
Menmiliki izin secara tidak sah;



g

tMencegah dan melarang penggunaan pondok wisata dari kegiatan vang
idapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma
8 hoama dan kesusilaan ;
4;.* entaati ketentuan di. bidang ketenagakeqaan dan Jaminan Sosial
enaga Kerja (Jamsostek) sesuai dengan peraturan perundang-
‘_ ndangan yang berlaku ;

Rl Mengupayakan pemngkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga
B erja/karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan
alitas pelayanan |
emelihara hygiene dan sanitasi di dalam pondok wisata dan di
ngkungan pekarangannya sesuai dengan ketentuan peraturan

b. Tidak melakukan kegnatan-keglatan pokok sesuai dengan ] n

usaha yang diusahakan ; 4

c. Tidak lagi memenuh1 ketentuan-ketentuan persyaratan*‘ﬁ‘-

kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

d. Mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain f:
persetujuan dari Kepala Dinas ;

e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berla

(2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin d1a

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Bentuk Usaha dan Permodalan rundang-undangan yang berlaku 3 '
Pasal 12 ’ enetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk daftar tarif
asa

amar yang diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh
famu ;

enempatkan Surat Izin Usaha di tempat yang mudah dilihat dan
baca oleh tamu

enyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada Kepala Dinas.

(1) Usaha Pondok Wisata berbentuk usaha perorangan.
(2) Modal usaha pondok wisata seluruhnya dimiliki oleh Warga Nega
~ Indonesia.

Pasal 13

(1) Pengusahaan pondok wisata adalah penyediaan jasa penginapan.

% BAB V
(2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan pelayanan makanan KETENTUAN RETRIBUSI
dan minuman sebagai jasa tambahan.
Pasal 15

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 14

Pemilik atau pemimpin usaha pondok wisata berkewajiban untuk :
a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratur.
Daerah ini ; il
b. Memberikan perlmdungan dan menjaga keamanan para Tamu Po f
Wisata ;
c. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perunag
undangan yang berlaku ; ‘

mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Pondok
adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan
rian persetujuan prinsip dan izin usaha pondok wisata.

Pasal 16

Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Pondok Wisata adalah untuk
gganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasana dalam rangka
rian persetujuan prinsip dan izin usaha pondok wisata.

1



Pasal 17

1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendiri_kan: mengusahakan
A atau memiliki usaha pondok wisata dikenakan Retribusi.

berikut :

1 50.000.-
a. Persetujuan prin51phsebesar ................ ;l:g s il
_ Penerbitanizinusaha ...................... o
tc). Perpanjangan izin usaha/daftar ulang ... Rp 150.00
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 20

< I
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

dipersamakan. . ' -
(2) }Iila:sgll l;g)tfngutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa

disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai

(I} Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain

yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuaj dengan waktu yang
ditentukan dalam SKRD.

Dalam hal pembayaran dilakukan d; tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam,

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan
menerbitkan STRD,

Pasal 22

i (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.

() Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin
© kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam
jangka  waktu tertentu dengan  alasan yang  dapat
dipertanggungjawabkan,
Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 23

; Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

: Dilam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

lurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak

@l kuang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
38 Retribusi Daerah,
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) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
B¢ penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
& Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
B kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
&' pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan sejek surat permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan
Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 28

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima.
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e

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

Waijib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian  kelebihan
pembayaran Retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas .

kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung  diperhitungkan

terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga oleh Kepala Daerah.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 30

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah :
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ;
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya |

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya

(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah |
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala .
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas °

keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 31

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan?

dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diterbitkan:

bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

16;

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 32

5, (I) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah m

(S ) td

() Kadaluwarsa penagi s
gihan retribus i :
(1), tertangguh apabila : ! sebagaimana dimaksud pada ayat

a.  Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau 3

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung,

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 33

() Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kad i

3.(2) gepala Daerah menetapka?\ al;:;ztsd:‘? atgé:ag%zs. i

i etribusi yang sudah i ikad oo
-rec g sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

BAB XVII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 34

isip dan iin usaha dari Kepals Da:,r ahs.ebelum memperoleh persetujuan

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

17



(1)

)

()

Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibanny"g sebiiz:;\;:;
diztur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana

e 4
lama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginy p
selama-

(empat) kali retribusi terutang.

h. memotret seseorang
Retribusi ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa _
sebagai tersangka atau saksi ;

yang berkaitan dengan tindak pidana -

: J.  menghentikan penyidikan :
indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sl X k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
Tindsk p tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang
pelanggaran. bertanggung jawab :
BAB XIX #00) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
. PENYIDIKAN P dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
Pasal 36

il intah :
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di hrfg‘k-ungank lzg:xkan
DeJ:rah diberi wewenang khusus sebagall Pe.nyxdlk upu; i et
peanyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaim y

penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

laku
o-undang Hukum Acara yang, ber |
<\jiéleavrvner[éarr]\ctlvag:nl;'xi]dik sgebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

. 9 y a

; g 2> aon
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ag

iadi lebi kap dan
keterancan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
9

jelas ;

rang pribadi atau badan tentang lfebenaran'per_b.uatan yan
gilakikan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;

. . . . . ’

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribust ;

-dokumen *
d  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-d

lain yang berkenaan dengan tindak pidana di biding R;;E::m t;)uk
e. melakukan penggeledahan untu;( klrlne:gac;l):]tm z:gen ol
, .
bukuan, pencatatan dan dokumer : |
In)r?:aklixlcan penyitaan terhadahl;'b?lh?n burl;tll1 gt;;ses;ta —
" meminta bantuan tenaga ahli dalam rang ‘
‘ I;.:1enyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ; —
g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

i sungs
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsuf

ibay
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen.yang di
sebagaimana dimaksud 'pada hurufe ; |

.
iftmbinaan dan pengawasan Peraturan
1}'- Pariwisata dan Kebudayaan Kabup

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

hksanaan Peraturan Daerah inj diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan
\tbudayaan Kabupaten Nias dan w.

ltrkait di lingkungan Pemerintah Daerah

3jib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja

Pasal 38

Daerah ini dilakukan oleh Kepala
aten Nias.

Pasal 39

BABXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
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ini i PENJELASAN
diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

Hal-hal yang belum cukup . . Kool ATAS
: - i h lanjut dengan Keputusan Kepaia
s pelaksanasnnya, diatur_lebih fanjut Cent g PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
Deerall NOMOR 31 TAHUN 2002
Pasal 41 s TENTANG

o . i okan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang RETRIBUSI IZIN USAHA PONDOK WISATA

memerintahkan pengundangan Peraturan

. huinya,
Agar setiap orang g s a dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah ini dengan penempatanny
Nias.

@ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
I sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
enempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus
 Gtetapkan ~ dengan  undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
;’ Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Disahkan di Gunungsitol?
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
B teitang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
i ijak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
i dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
i pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
' dapat memberikan beban yang adil.

Dto

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli

Q
R September 200 S Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

emerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
timbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
endapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
4 penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
eupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
.amber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
: 'mgatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

Cdoriel)

————

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR §3
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Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 t

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang P :

Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota di
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya den
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. -

Sejalan dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan di Kabupateni#

Nias, sehingga mendorong keinginan waiga masyarakat untuk membang
pondok wisata dalam memenuhi tuntutan kebutuhan akomodasi seb" gl
tempat pemondokan bagi para wisatawan yang berkunjung,. i

Untuk terpeliharanya citra standar mutu pelayanan pada setiap usaha jt
akomodasi sesuai tingkat kebutuhan para wisatawan, maka perlu dilaku
pengawasan, pengendalian dan penertiban pengelolaan usaha po

wisata di Kabupaten Nias. Jasa atas pelayanan tersebut, maka PemerintalESEiee.

ot

Daerah memungut Retribusi Izin Usaha Pondok Wisata sebagai salah, satl
sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujl‘xwi
pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias. k-

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Ayat (2)

Pisal 6

5,

& Cukup jelas

Hurufa

Memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin tanpa

melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Peraturan Daerah ini.

Huruf'b

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

Mengalihkan hak kepemilikan usaha j
lihkz . adalah menjual ata
menghibahkan hak kepemilikan usaha kepada orangJ lain. ’

Hurufe
Cukup jelas

Cukup jelas
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asal 15

Pasal 12
Cukup jelas - Cukup jelas
Pasal 13 Episl 16
Cukup jelas | Cukup jelas
Pasal 14 el 17
Huruf a . e - Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 18
Hurufb ¢ Cukup jelas
Memberikan peflindungan' dan menjaga keamanan para tamu wal 19
adalah memberikan perlindungan terhadap gangguan )fangj Cukup jelas
mengganggu ketenteraman dan kenyamanan para tamu, dan tidak:
menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan il 20
terhadap tuntutan hukum karena melakukan perbuatan yang 46l Cukup jelas
bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-Jedis: v, - |
undangan yang berlaku. \ Cukup jelas
Huruf ¢ a’asa! 22
Cukup jelas Cukup jelas
Hurufd ,’asal 23
Cukup jelas " Cukup jelas
Hurufee Pasal 24
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf f ' Pasal 25
Cukup jelas - Cukup jelas
Huruf g Pasal 26
Cukup jelas Cukup jelas
Hurufh § Pasal 27
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf'i Pasal 28
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
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Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

‘Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

| Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37 '
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 8.




